PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG KELEMBAGAAN ADAT DAYAK

Menimbang

Mengingat

DI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Provinsi bertanggung jawab melaksanakan pembinaan terhadap
fungsionaris lembaga kedamangan di daerahnya masing-masing;

bahwa dalam rangka melakukan pembinaan dimaksud Pemerintah
Daerah perlu memberikan bantuan berupa tunjangan/penghasilan
tetap kepada fungsionaris lembaga kedamangan guna
meningkatkan kinerja fungsionaris lembaga kedamangan;

bahwa untuk mempermudah penyaluran bantuan berupa
tunjangan/penghasilan tetap kepada fungsionaris lembaga
kedamangan perlu mengubah Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan
Adat Dayak Di Kalimantan Tengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di
Kalimantan Tengah;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan
Daerah Swatantra Tingkat | Kalimantan Tengah Dan Perubahan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Swatantra Tingkat | Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

Undang-Undang Nomor 5 Tahunl1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2013);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat,
Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat Daerah;

Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak
Ulayat Masyarakat Hukum Adat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan  Bidang
Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan
Pengembangan Budaya Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun
2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah;
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menetapkan

dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG KELEMBAGAAN ADAT DAYAK
DI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di

Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 40 ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 40
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Untuk mendukung pelaksanaan program kerja dan operasional
Majelis Adat Dayak Nasional di Kalimantan Tengah dan Dewan
Adat Dayak Provinsi, maka Pemerintah Daerah Provinsi wajib
memberikan bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

(2) Untuk mendukung Program Kerja dan operasional, lembaga
Kedamangan, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Dewan Adat
Dayak Kecamatan, dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan
wajib dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-
masing.

(3) Selain memperoleh anggaran dari Pemerintah Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
maka Lembaga Kedamangan dan Dewan Adat Dayak dapat
mengupayakan sumber anggaran lain yang sah dan tidak
mengikat.

(4) Selain memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), para fungsionaris Lembaga Kedamangan juga diberikan
penghasilan tetap setiap bulan secara sharing antara
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dengan pengaturan besarnya tunjangan,
sebagai berikut:

a. Damang Kepala Adat memperoleh tunjangan jabatan setara
tunjangan jabatan Eselon Ill.b.

b. Sekretaris Damang Kepala Adat memperoleh tunjangan
jabatan setara tunjangan jabatan Eselon IV.a

c. Mantir Adat Kecamatan memperoleh tunjangan jabatan
setara tunjangan jabatan Eselon IV.b

d. Mantir Adat Desa/Kelurahan memperoleh tunjangan jabatan
setara tunjangan jabatan Eselon V.a

(5) Dalam rangka tertib perencanaan dan administrasi keuangan
daerah, maka:

a. Majelis ...
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a. Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak
Provinsi wajib menyampaikan Program Kerja dan usulan
anggaran serta pertanggung jawaban penggunaannya
sesuai ketentuan yang berlaku kepada Gubernur.

b. Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota wajib menyampaikan
Program Kerja dan usulan anggaran serta pertanggung
jawaban penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku
kepada Bupati/Walikota.

Mekanisme dan prosedur penyampaian usulan, pelaksanaan

dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Gubernur.

Ketentuan Pasal 41 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3),
sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(@)

(3)

Pasal 41

Damang Kepala Adat yang pada saat mulai berlakunya
Peraturan Daerah ini diangkat berdasarkan Peraturan Daerah
sebelumnya, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan
jabatannya selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal
penetapannya.

Bagi Damang Kepala Adat yang telah melaksanakan tugas
mencapai 6 (enam) tahun atau lebih, terhitung sejak tanggal
penetapannya hingga tanggal Peraturan Daerah ini mulai
berlaku, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan agar dilaksanakan
pemilihan kembali.

Waktu pelaksanaan pembayaran tunjangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), paling lambat dibayarkan
pada tahun 2011.

Pasal Il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 25 Februari 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 4 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

THAMPUNAH SINSENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 1



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG
KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH

UMUM

Kedamangan merupakan Lembaga Adat Dayak yang memiliki wilayah adat,
kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam Wilayah Provinsi Kalimantan
Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa/kelurahan/Kecamatan/
Kabupaten/Kota dalam operasionalnya mengupayakan sumber anggaran sendiri atau
sumber anggaran lain yang sah serta bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota.

Kelestarian adat istiadat Dayak merupakan tanggung jawab bersama
Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Masyarakat, sehingga Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu bersama-sama memberikan bantuan untuk
kelancaran operasional Fungsionaris Lembaga Kedamangan.

Bantuan operasional kepada Fungsionaris Lembaga Kedamangan diberikan
melalui prosedur yang mudah dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas dasar
pemikiran tersebut, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di
Kalimantan Tengah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Cukup jelas

Pasal Il
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 31





